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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi minuman keras yang beredar di masyarakat tidak hanya
minuman Kkeras yang sah menurut peraturan perundang-undangan (legal), tetapi juga
banyak minuman keras yang ilegal. Pada umumnya minuman keras yang berstandar
kesehatan sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku memiliki harga yang cukup mabhal, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat
umum. Rumusan masalah bagaimana pengawasan terhadap peredaran minuman keras
impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Hambatan
dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha
di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dan upaya mengatasi hambatan tersebut.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pengawasan terhadap peredaran minuman
keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, untuk
mengetahui hambatan pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal
oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui upaya
dalam mengatasi hambatan pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor
ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Metode yang
dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer,
data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian belum
berjalan dengan maksimal, karena dapat diketahui masih banyaknya peredaran
minuman keras impor ilegal ini yang mudah didapat oleh masyarakat padahal sudah
dijelaskan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa setiap orang
perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman
beralkohol dan Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan
Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ini, hambatan yang timbul adalah tidak tegasnya sanksi dari
peraturan yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku usaha
ilegal ini, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait seperti Kepolisian
Sektor Senapelan dan Satpol Polisi Pamong Praja yang dalam menindak pelaku usaha
minuman keras ilegal, tidak adanya kesadaran hukum pengusaha minimnya peran serta
masyarakat yang mana tidak adanya laporan masyarakat terkait perdagangan minuman
keras impor ilegal ini, dengan upaya meningkatkan sarana dan prasarana untuk
melakukan pengawasan terhadap kegiatan peredaran minuman keras ilegal ini dan
memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal ini dan
memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal sehingga
timbulnya kesadaran dari pelaku usaha untuk menjalankan aturan pemerintah yang
telah ditetapkan.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Minuman Keras, llegal.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita dan tujuan negara tertuang jelas dalam Pembukaan
UndangUndang Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial maka perlu dilakukan sebuah rekayasa
berbentuk pengaturan untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat
Indonesia yang berideologi Pancasila, termasuk dalam penertiban masyarakat
yang melanggar hukum demi menjaga ketentraman berkehidupan bangsa
indonesia. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk
membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan
manusia.*

Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari
kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi, menimbulkan
banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap

masyarakat modern yang hyper kompleks itu tidak menjadi mudah. Kesulitan

! Sudikno Mertokusumo, Megenal Hukum, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010), him. 1.



mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan
dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang
tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang
mengembangkan pola tingkah laku/perilaku yang menyimpang dari norma-
norma umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan diri sendiri dan
mengganggu atau merugikan orang lain.?

Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan
peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yaitu
sebagai suatu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam
suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu
sanksi. Fungsi hukum adalah agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan
manusia didalam masyarakat. Keteraturan inilah yang menyebabkan orang
dapat hidup berkepastian, sehingga di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya
dalam kehidupan sehari-hari dapat mengetahui perbuatan mana yang dapat
dilakukan dan tidak dapat dilakukannya. Manusia didalam kehidupannya
mengetahui perbuatan-perbuatan mana saja yang menyimpang di masyarakat
maka kemudian akan dihindari untuk dilakukan agar terciptanya suasana
kehidupan yang teratur karena perbuatan manusia lebih terarah hingga akhirnya

yang menjadi muara dari tercapainya ketertiban hukum didalam kehidupan

2 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020), him. 12.



manusia. Adapun yang menjadi tujuan hukum adalah terpelihara dan
terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.’

Peredaran minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan
kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Minuman beralkohol adalah salah
satu alasan penyebab terganggunya kedamaian dan ketertiban di masyarakat.
Minuman beralkohol dianggap bisa memunculkan kerugian di masyarakat
karena dengan adanya minuman beralkohol maka akan akan semakin sulit
dikontrol penyebaran dan peredarannya. Kerugian yang terjadi karena tidak
terkontrolnya penyebaran minuman beralkohol ini diantaranya adalah tidak
memandang batasan usia pengonsumsi dan semakin marak beredarnya
minuman beralkohol impor ilegal. Berdagang merupakan suatu kegiatan yang
mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh uang atau penghasilan demi
keberlangsungan hidup baik untuk diri sendiri ataupun keluarganya, atau
berdagang dapat diartikan suatu perniagaan antara penjual dan pembeli, Tapi
belakangan ini ada banyak aktivitas perdagangan tidak baik, sebaliknya,
Pengusaha yang ingin menghasilkan uang dengan cepat atau menghasilkan
uang, itulah mereka menjual produk tidak diperbolehkan oleh aturan yang
mengikat pada barang dagangan tersebut dengan menggunakan cara yang kotor

dan melanggar aturan.*

® Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 2013), him. 50.

* Usman Atang Hermawan, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor
Tegaknya Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 30. Nomor 1, Februari 2020,
him. 12.



Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol menjelaskan

minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

1. Minuman Berakohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil
alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per
seratus).

2. Minuman Berakohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil
alkohol atau etanol (C2HsOH)) dengan kadar lebih dari 5% (lima per
seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus).

3. Minuman Berakohol golongan C adalah minurnan yang mengandung etil
alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per

seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Sektor
Senapelan dalam pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual minuman
keras impor ilegal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman

Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha



perdagangan minuman keras maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin
untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman keras)
terlebih dahulu.

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru banyak pelaku usaha yang
menjual di jalan juanda seperti di ruko dan kedai kecil tepi jalan yang mana
beroperasi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, seperti yang diketahui bahwa
minuman keras impor ilegal ini di dapat dengan harga murah dan dijangkau
setiap lapisan masyarakat. Pengawasan terhadap peredaran minuman Kkeras
impor ilegal banyak beredar setelah pemerintah menaikkan tarif bea masuk
pada 2015 yang mana sebelumnya tarif bea masuk minuman beralkohol hanya
Rp.125.000 per liter setelah ada Peraturan Menteri Keuangan terbaru naik
menjadi 150 persen dari harga dasar. Kecamatan senapelan merupakan salah
satu tempat dalam peredaran minuman keras impor ilegal dikarenakan daerah
yang dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk
melakukan peredaran minuman keras impor ilegal ini. Contoh kasus pada tahun
2023 Kopolisian Sektor Senapelan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas
Perdagangan melakukan razia terhadap peredaran minuman keras impor ilegal
berhasil mengungkap penyelundupan minuman keras impor dengan kadar
ethanol 5 persen hingga lebih dari 20 persen sebanyak 6.309 botol yang
dikemas dalam 197 kardus di pelabuhan rakyat bunga tanjung Pekanbaru.

Oleh karena itu dari berbagai macam persoalan diatas dan untuk

membuktikan dugaan-dugaan yang ada maka peneliti merasa tertarik untuk



melakukan penelitian dengan judul “PENGAWASAN TERHADAP
PEREDARAN MINUMAN KERAS IMPOR ILEGAL OLEH PELAKU
USAHA DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada
penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor
ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota pekanbaru?

2. Bagaimanakah hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman
keras impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota
pekanbaru?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam
pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku

usaha di kecamatan senapelan kota pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pengawasan terhadap peredaran minuman keras

impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota pekanbaru.



b. Untuk mengetahui hambatan pengawasan terhadap peredaran minuman
keras impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan kota
pekanbaru.

c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan
terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di
kecamatan senapelan kota pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang
hukum pidana khususnya mengenai pengawasan terhadap peredaran
minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di kecamatan senapelan
kota pekanbaru.

b. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan
program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang
Kuning, Fakultas tempat penulis kuliah.

c. Sebagai acuan bagi rekan sesama mahasiswa atau pembaca yang hendak
melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan penelitian

selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai



pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan
aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti
dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi
subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aperatur
penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan
hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya
hukum itu apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan
untuk menggunakan daya paksa.’

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-
ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu
proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan,
yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-
pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-
peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini
menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran
pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum

akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.®

19.

® Muhammad Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus, (Bandung : Refika Aditama, 2013), him.

® Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta :

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), him. 24.



Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah
pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang
melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang
tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam
rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga
konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam
konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem
dan proses penegakan hukum yang baik.’

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan
berbagai unsur sebagai berikut:®
1. Peraturan sendiri.

2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.

3. Aktivitas birokrasi pelaksana.

4. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut
menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas

menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Pelaksanaan hukum dapat berlansung secara normal, damai, tetapi

dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang

" 1bid, him. 26.
® Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung : Alumni, 2007), him. 23.



dilanggar harus ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan
hukum menghendaki empat syarat yaitu:®

1. Adanya aturan.

2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.

3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.

4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai
terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara,
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam
penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum,
kemanfaatan hukum, dan keadilan.™

Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan,
kesejahteraan dan kepastian hukum didalaamnya dijamin hak azazi manusia
setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib
menjunjung hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau
dengan lembaga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu

menimbulkan pertentangan dan jika tidak hati-hati akan menimbulkan

° Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta : Bina Aksara, 2007), him.
9.

10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2005), him. 5.

10



tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya pertentangan tersebut
dan guna menjamin hak azazi manusia diperlukan aturan hukum,
sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu
perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam
perundang-undangan yang ada.™*

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban,
hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah llahi sesuai dengan hak
asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat
diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang
perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki,
tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan
perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.*

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena
terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan
kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara,
materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi
pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan
individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan

negara.”

1 Subekti, Kasus Hukum, (Jakarta : Paramita, 2011), him. 84.
12 Bismar Siregar, Rasa Keadilan, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), him. 16.
13 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), him. 7.
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2. Teori Pengawasan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan
membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan
sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat
berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena
itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan
tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum
adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang
menyatakan kepastian hukum.** Norma hukum adalah peraturan-peraturan
yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara dan berlaku dipertahankan
secara paksa oleh alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan
sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dan kaidah
atau norma hukum yang tujuan norma hukum adalah menyelenggarakan
tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap
manusia dan miliknya.™

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi
satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai
kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung didalam

masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan

Y H AW Widjaja, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2010), him. 15.
1> Pipin Syarifin, Pengantar llmu Hukum, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), him. 43.
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karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang
merasa belum memperoleh haknya untuk menyelesaikan pertentangan
tersebut, diperlukan peran penegak hukum vyang dapat memberi
perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan,
memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang
diterapkan bagi masyarakat.'®
Menurut Usman Effendi mengemukakan bahwa pengawasan
merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan
pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat
dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi mengatakan bahwa
pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi
mewujudkan kinerja yang efekif dan efisien, serta lebih jauh mendukung
terwujudnya visi dan misi suatu orgainisasi. Untuk mengetahui lebih dalam
pengertian pengawasan dapat dilihat dari beberapa para ahli dibawah ini:*’
1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig menjelaskan pengawasan
adalah tahap proses manejerial mengenai pemeliharaan kegiatan
orgainisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-

harapan.

16 Edy Suhardono. Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implimentasinya, (Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama, 2010), him. 15.
17 Sigian P Sondang, Fungsi-Fungsi Manajerial, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), him. 76.
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2. T. Hani Handoko menjelaskan pengawasan dapat didefinisikan sebagai
proses untuk menjamin bahwa tujuan orgainisasi dan manejerial
tercapai.

3. Brantas menjelaskan pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian,
dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Berdasarkan diskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diproleh
suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan
yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang
mempunyai wewenang untuk melakukakan pemantauan, pemeriksaan,
penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam
pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan. Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat
penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan
khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan
pemantauan, hal ini bukan dilakukakan untuk mencari kesalahannya tetapi
untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya. Tanpa adanya
pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang
memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Teknik pengawasan ada dua macam yaitu:*®

18 |bid, him. 78.
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1. Pengawasan Langsung Pengawasan yang dilakukan seorang manejer
atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung,
pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari
tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung Merupakan pelaksanaan pengawasan
yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat

dilihat dari laporan tertulis dan laporan lisan.

Fungsi pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi
tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan prosedur yang ditentukan.

3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian
dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan

pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fungsi pengawasan adalah
menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. Hal
ini berarti fungsi pengawasan ini tidak bias terlepas dari fungsi manajemen
lainnya khusnya perencanaan. Apabila fungsi perencanaan tersebut berjalan

dengan baik, maka diharapkan didalam implementasinya juga dapat
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berjalan dengan sempurna. Namun demikian, untuk mengontrol sejauh
mana kesesuaian antara rencana kerja dengan proses kerja serta hasil yang
diharapkan dari kinerja tersebut, maka disini diperlukan adanya
pengawasan atau controlling.™

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas
tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu
melaksanakan kebiijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang
telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta
suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi
mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan
juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan
sampai sejuh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja
tersebut.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan
suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil

dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

19 Ibid, him. 80.
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1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum
sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap
kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai pengawasan terhadap
peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan
Senapelan Kota Pekanbaru. Selain itu bahwa dalam penelitian hukum
sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara
hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu
mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan
mengidentifikasikan hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada
masyarakat.”
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kecamatan
Senapelan Kota Pekanbaru dengan alasan bahwa banyaknya peredaran
minuman keras impor ilegal yang diperdagangan dengan harga yang sangat
terjangkau oleh semua kalangan masyarakat tanpa adanya pengawasan
yang dilakukan oleh Pemerintah baik dari Kepolisian Sektor Senapelan,
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Perdagangan Kota
Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

20 pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
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a. Populasi
Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah
lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi
penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu
mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur
yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek

penelitiannya.?! Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
2. Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Senapelan sebanyak 1 orang.
3.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebanyak 1
orang.

4. Penjual Minuman Keras llegal sebanyak 6 orang.

b. Sampel
Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk
menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang
akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya
nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah
untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data
dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini

adalah:

2L 1bid, hlm. 12.

18



1)

Kepala Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang,
dengan metode sensus Yyaitu menetapkan jumlah sampel

berdasarkan jumlah populasi yang ada.

2) Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Senapelan sebanyak 1
orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel
berdasarkan jumlah populasi yang ada.

3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebanyak 1
orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel
berdasarkan jumlah populasi yang ada.

4) Penjual Minuman Keras llegal sebanyak 3 orang, dengan metode
random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah
populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak
oleh peneliti.

Tabel 1. 1
Populasi dan Sampel
: : Jumlah Jumlah Persentase
No Jenis Populasi Populasi Sampel (%)
1 Kepala Dinas Perdagangan 1 Orang 1 Orang 100
Kota Pekanbaru
2 Kepala Unit Reskrim 1 Orang 1 Orang 100
Kepolisian Sektor Senapelan
3 Kepala Satuan Polisi Pamong 1 Orang 1 Orang 100
Praja Kota Pekanbaru
4  Penjual Minuman Keras 6 Orang 3 Orang 50
llegal

Sumber Data : perolehan tahun 2024.
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4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

a.

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung
yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah
penulis tetapkan.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur
kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh
melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana
juga berkaitan erat dengan penelitian.

Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya

yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung

jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara

menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan

data berupa :

a.

Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara

terstruktur, karena metode ini di mana penulis telah menyiapkan
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terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada
responden.

c. Kajian kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-
literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan pengawasan
terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di
Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang mana ini berguna untuk
mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data
dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun
yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis
menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang

bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh pelaku
usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah belum berjalan
dengan maksimal, karena dapat diketahui masih banyaknya peredaran
minuman keras impor ilegal ini yang mudah didapat oleh masyarakat
padahal sudah dijelaskan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol bahwa setiap orang perorangan dilarang
mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dan
Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan
Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri ini. Sedangkan sanksi diatur dalam Pasal 49
yang menjelaskan bahwa setiap orang perorangan yang mendistribusikan
dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan usaha yang
mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol tidak
dilengkapi dengan perizinan dikenai sanksi administratif berupa

pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.
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2. Hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor
ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah
tidak tegasnya sanksi dari peraturan yang berlaku sehingga tidak
memberikan efek jera terhadap pelaku usaha ilegal ini, kurangnya
koordinasi antara berbagai lembaga terkait seperti Kepolisian Sektor
Senapelan dan Satpol Polisi Pamong Praja yang dalam menindak pelaku
usaha minuman keras ilegal, tidak adanya kesadaran hukum pengusaha
yang mana pengusaha cenderung pada kepentingan diri sendiri dari pada
kepentingan banyak orang dan minimnya peran serta masyarakat yang
mana tidak adanya laporan masyarakat terkait perdagangan minuman keras
impor ilegal ini.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pengawasan terhadap peredaran
minuman keras impor ilegal oleh pelaku usaha di Kecamatan Senapelan
Kota Pekanbaru adalah meningkatkan kualitas dalam pengawasan terhadap
kegiatan peredaran minuman keras ilegal ini dan memberikan sanksi yang
tegas terhadap pelaku usaha minuman keras ilegal ini. Menambah jumlah
personil yang bertugas di lapangan dalam melakukan patroli seperti yang
diketahui Kota Pekanbaru ini berdekatan dengan Negara tetangga sehingga
memudahkan bagi pemasok minuman keras ilegal ini dalam mengedarkan
barang dagangannya dan memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha
minuman Keras ilegal sehingga timbulnya kesadaran dari pelaku usaha

untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.
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B. Saran

1. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Sektor Senapelan dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan
pengawasan terhadap peredaran minuman keras impor ilegal oleh agar
menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kedepannya selain sanksi administrasi sebaiknya Pemerintah dapat
menerapkan sanksi tegas seperti penegakan hukum pidana terhadap pelaku
usaha penjual minuman keras impor ilegal sebagai efek jera.

3. Kedepannya Pemerintah harus lebih serius dalam hal pengawasan,
pemberantasan peredaran minuman keras impor ilegal untuk menjamin dan
mengurangi tindak pidana yang akan terjadi di Kecamatan Senapelan Kota

Pekanbaru.
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